
 

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 
TAHUN 2014 

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 
                 JL. K.K.SINGAWAINATA NO 101  

TELP : 0264-8222014.  FAX : 0264-200830 
    PURWAKARTA 41111 

      Website : pn-purwakarta.go.id 
 



 
 
 

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 
Nomor : W11.U7/      /KP.04.15/I/2014 

Tentang 
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 
KETUA PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA 

 
 

Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri 
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi 
Pemerintah; 

2. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
(RPJM) Tahun 2004 – 2009, dan Tahun 2010-2014, maka dimulainya 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) perlu dilakukan 
peninjauan kembali atau untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama 
(IKU). 

Mengingat :  1.  Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. 
2.  Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor:14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 
3. Undang-undang Nomor: 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana 

Korupsi. 
4.  Undang-undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
5.  Undang-undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang- undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. 
6.  Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 
7.  Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas 

Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 
Negara. 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah. 

9. Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. 

10.  Peraturan Presiden Nomor: 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, 
Struktur Organisasi, dan Tata Kerja. 

11. Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah 
Agung. 

12. Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan 
Mahkamah Agung. 

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator 
Kinerja. 

 
 
 
 
 
 
 
 





PENANGGUNG

JAWAB

a Persentase mediasi yang diselesaikan
Perbandingan antara mediasi yang proses

dengan jumlah perkara yang diajukan mediasi.

Hakim Mediasi &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

b
Persentase mediasi yang diselesaikan 

menjadi akte perdamaian

Perbandingan antara jumlah mediasi yang

menjadi akte perdamaian dengan jumlah

mediasi yang diproses.

Hakim Mediasi &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

c Persentase sisa perkara yang diselesaikan
Perbandingan antara sisa perkara yang

diminutasi dengan jumlah sisa perkara.

Hakim Mediasi &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

d Persentase perkara yang diselesaikan

Perbandingan perkara yang diselesaikan

dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo

awal dan perkara yang masuk)

Hakim Mediasi &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

e
Persentase perkara yang diselesaikan 

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan

Perbandingan perkara yang diselesaikan

dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan

perkara yang harus diselesaikan dalam waktu

maksimal 6 bulan (diluar sisa perkara)

Hakim Mediasi &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

a

Persentase berkas yang diajukan

banding dan kasasi yang disampaikan

secara lengkap

Perbandingan antara berkas yang diajukan

Banding dan Kasasi yang lengkap (terdiri dari

bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang

diajukan Banding dan Kasasi

Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

b
Persentase berkas yang diregister dan

siap didistribusikan ke Majelis

Perbandingan antara berkas perkara yang

diregister dan siap didistribusikan ke Majelis

dengan berkas perkara yang diterima

Kepaniteraan

Panitera/Sekretaris
Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

c

Persentase penyampaian

pemberitahuan relaas putusan tepat

waktu, tempat dan para pihak

Perbandingan antara relas putusan yang

disampaikan ke para pihak tepat waktu dengan

berkas putusan

Panitera/Sekretaris

& Juru Sita

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

d
Prosentase penyitaan tepat waktu dan

tempat

Perbandingan antara pelaksanaan penyitaan

tepat waktu dan tempat dengan permohonan

penyitaan yang diajukan

Panitera/Sekretaris

& Juru Sita

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

e Ratio Majelis Hakim terhadap perkara
Perbandingan ratio Majelis Hakim

dibandingkan dengan perkara masuk

Majelis Hakim &

Panitera/Sekretaris

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

a

Persentase permohonan eksekusi atas

putusan perkara perdata yang

berkekuatan hukum tetap yang

ditindaklanjuti

Perbandingan antara permohonan eksekusi

yang ditindaklanjuti dengan permohonan

eksekusi yang diajukan

Ketua Pengadilan &

Panitera/Sekretaris

& Juru Sita

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

b

Persentase pelaksanaan kegiatan

hakim pengawas dan pengamat atas

putusan perkara pidana yang bht yang

ditindaklanjuti

Perbandingan antara putusan pidana yang BHT

yang ditindaklanjuti dengan perkara yang

telah BHT melalui pelaksanaan kegiatan

Kimwasmat.

Ketua Pengadilan &

Kimwasmat

Laporan Bulanan dan 

Laporan Tahunan

1
Meningkatnya penyelesaian 

perkara

2
Peningkatan efektifitas 

pengelolaan perkara

3

Meningkatnya kepatuhan 

terhadap putusan 

pengadilan
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